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ABSTRAK

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai produk hukum Islam
memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia, terlebih mengingat
mayoritas penduduk Muslim. Fatwa-fatwa MUI yang pada penulisan ini
digolongkan sebagai fatwa politik dan ketatanegaraan pada era reformasi terlihat
menunjukkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perbedaan mendasar terletak pada landasan pertimbangan; peraturan perundang-
undangan didasarkan pada naskah akademik dengan analisis dampak yuridis,
sosiologis, dan filosofis, sementara fatwa MUI disusun berdasarkan kajian
komprehensif pandangan fugaha® dan ulama tanpa format baku. Identifikasi awal
yang menunjukkan disharmoni ini terlihat pada fatwa terkait pergantian jenis
kelamin dan penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum yang mengabaikan
kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekonstruksi desain analisis
dampak pemfatwaan MUI dengan kerangka teoretis Tagnin al-Ahkam Ibn al-
Mugqafta’, Critical Legal Studies, dan Regulatory Impact Analysis. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian
deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis
secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis fatwa-fatwa MUI di bidang
politik dan ketatanegaraan di era reformasi dari perspektif Tagnin al-Ahkam Ibn al-
Mugaffa’ memperlihatkan pola kemunculan dan tujuan yang beragam, namun
seringkali belum terintegrasi secara komprehensif dengan sistem hukum nasional.
Mekanisme pembentukan fatwa-fatwa tersebut, ditinjau dari Regulatory Impact
Analysis dan Critical Legal Studies, menunjukkan adanya kebutuhan reformulasi
untuk mencapai keselarasan. Penulisan ini menggagas reformulasi desain analisis
dampak pemfatwaan MUI melalui revitalisasi kerangka kerja Ma 'alat al-Af al dan
modernisasi konvergensi dengan Regulatory Impact Analysis, serta praksis
reformulasi kajian komprehensif fatwa MUI.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Dekonstruksi, Analisis Dampak, Politik, Ketatanegaraan
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ABSTRACT

The fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), as products of Islamic
law, play a significant role in the Indonesian national legal system, especially given
the country's Muslim-majority population. However, MUI fatwas in the political
and state administration sectors during the reform era have shown disharmony with
existing legal regulations. The fundamental difference lies in the underlying
considerations; legal regulations are based on academic drafts with juridical,
sociological, and philosophical impact analyses, while MUI fatwas are formulated
based on comprehensive studies of fugaha’ and scholars without a standardized
format. This disharmony is evident in fatwas related to gender reassignment and the
use of voting rights in general elections, which often overlook the state's obligation
to protect citizens' rights.

This research employs a deconstruction approach to the impact analysis
design of MUI fatwas, utilizing the theoretical frameworks of Taqnin al-Ahkam Ibn
al-Mugqaffa’, Critical Legal Studies, and Regulatory Impact Analysis. The research
type is normative legal research with a descriptive-analytical nature. The
approaches used include statutory, conceptual, and case approaches. Data sources
comprise primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through
document studies and analyzed descriptively-qualitatively.

The research findings indicate that the ratio legis of MUI fatwas in politics
and state administration from 1998-2024, viewed through the lens of Taqnin al-
Ahkam Ibn al-Mugqaffa’, reveals diverse patterns of emergence and objectives, yet
often lacks comprehensive integration with the national legal system. The
mechanism of fatwa formation, analyzed using Regulatory Impact Analysis and
Critical Legal Studies, highlights the need for reformulation to achieve harmony.
Therefore, a reformulation of the impact analysis design for MUI fatwas is
proposed, involving the revitalization of the Ma’alat al-Af’al framework and the
modernization of its convergence with Regulatory Impact Analysis, alongside the
practical reformulation of comprehensive MUI fatwa studies.

Keywords: MUI Fatwa, Deconstruction, Impact Analysis, Politics, State
Administration
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MOTTO

“Those who fail to learn the lessons of history are doomed to repeat them”

George Santayana dalam Amien Rais (2008)
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PEDOMAN TRANSLITERAST ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan
0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tuniial

‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B be
= Ta’ T te
= Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J je
c Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
< Kha’ Kh ka dan ha
: Dal D de
2 Zal Z ze (dengan titik di atas)
- Ra’ R er
J Zai zZ zet
R Sin S es
S Syin Sy es dan ye
1 Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
3 Ta’ T te (dengan titik di bawah)
- Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
< ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G ge
= Fa’ F ef
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S Qaf Q qi

< Kaf K ka

J Lam L ‘el

¢ Mim M em

o Nun N ‘en

’ Waw A\ w

° Ha’ H ha

: Hamzah < apostrof
@ Ya’ Y ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

i ditulis Sunnah

e ditulis ‘illah

III. Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan 4

A ditulis al-Ma’idah

i ditulis Islamiyyah

"

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan /.

il 4 )13.4 ditulis Mugaranah al-Mazahib

IV. Vokal Pendek

L e fathah | dilis | a

2] = ] kasrah | dimlis | i




EN - dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. | Fathah + alif ditulis a
UL“‘A-‘”‘ ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
U'”\ ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Lf.‘ }M\ ditulis al-‘Alwant
4. Da;nmah + wawu mati ditulis a
?}lc ditulis ‘Ulim

VI. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai

a I ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis au

J }5 ditulis Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
(m\\ ditulis a’antum
e | ditulis u'iddat
?3 )S.m U\} ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila ditkuti huruf Qamariyyah

U‘ )3]\ ditulis Al-Qur’an

U‘m‘ ditulis al-Qiyas

"

xi



b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan

huruf / (el)nya.
il )]\ ditulis ar-Risalah
oLl ditulis an-Nisa’
IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
di jj‘ dﬁi ditulis Ahl ar-Ra’yi
ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai produk hukum Islam dalam sistem
hukum nasional, seharusnya menjadi bagian penting yang mampu mempercepat
tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Mengingat Indonesia adalah negara paling religius di dunia dengan mayoritas
penduduk Muslim,' maka produk hukum Islam termasuk fatwa MUI, juga menjadi
elemen penting dalam mempengaruhi efektivitas hukum positif. Selaras dengan hal
ini, maka juga tepat kiranya pendapat Qodri Aziziy bahwa dalam konteks
keindonesiaan sintesis antar tiga hukum yang berlaku, yakni hukum Islam, hukum
adat, dan hukum Barat pada gilirannya telah menjadi hukum nasional yang dapat
merefleksikan aspirasi masyarakat.” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan misalnya, dengan tepat mengatur bahwa suatu perkawinan dalam
perspektif negara adalah sah hanya apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum
agama dan kepercayaan bagi para pelakunya.’ Kemudian juga terlihat dari

ketentuan kohabitasi (kumpul kebo) yang diancam dengan pidana sebagaimana

! Christine Tamir, Aidan Connaughton, and Ariana Monique Salazar, “The Global God Devide”
(Washington D.C, 2020), https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/.

2 Penyebutan istilah ‘hukum Barat’ adalah dimaksudkan pada hukum yang secara genealogi
masih memiliki kaitan dengan hukum-hukum warisan kolonial Belanda. Termasuk dalam hal ini
misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan lain sebagainya. Lihat selengkapnya dalam A. Qodri
Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum, ed. M. Zain, Revisi (Jakarta
Selatan: Teraju, 2004), him. 47.

3 Pasal 2 ayat (1)



diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.* Adapun contoh yang spesifik, bahkan dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengisyaratkan bahwa Fatwa
MUI causa quo Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah termasuk produk hukum
Islam yang wajib dipedomani dan diimplementasikan dalam setiap tata kelola
pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia.’ Fatwa MUI sebagai bagian daripada
produk hukum Islam dengan ini telah menunjukkan urgensinya sebagai conditio
sine qua non yang akan memperkuat sintesis tiga hukum existing dalam rangka
mencapai tujuan hukum.

Kontras dengan fatwa-fatwa MUI sebagaimana dicontohkan di atas,
ternyata khusus fatwa di bidang politik dan ketatanegaraan dewasa ini justru
menunjukkan disharmoni atau konflik® dengan peraturan perundang-undangan di
Indonesia.” Hal ini lebih disebabkan oleh perbedaan dasar pertimbangan yang lazim
dicantumkan sebelum dua produk hukum ini diterbitkan. Pada satu sisi, peraturan

perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan naskah akademik yang di

4 Pasal 411 dan Pasal 412
> Pasal 1 angka 12

¢ Istilah ‘konflik’ diuraikan oleh Amin Abdullah dari Ian G. Barbour untuk menggambarkan
salah satu corak hubungan antara agama dan sains, yakni corak yang terlihat saling berkonfrontasi.
Lihat selengkapnya dalam: M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode
Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer (Sleman: IB Pustaka, 2021), hlm 148.

7 Penggunaan istilah disharmoni dalam konteks ini mengacu pada konteks keserasian antara
hukum Islam dengan hukum-hukum lain yang terimplementasi pada tiga karakteristik, yakni selaras,
independen, dan bertentangan. Selaras artinya antara hukum Islam dan hukum-hukum lainnya
memiliki ketentuan hukum yang sama, sedangkan independen berarti antara hukum Islam dengan
hukum-hukum lainnya memiliki ketentuannya masing-masing, sedangkan bertentangan berarti pada
satu sisi hukum Islam semisal melarang adapun hukum lain mewajibkan. Lihat selengkapnya dalam
Mashood A. Baderin, International Human Rights and Islamic Law (New York: Oxford Press,
2003), hlm. 17-20.



dalamnya mencantumkan analisis dampak serta dasar pertimbangan yuridis,
sosiologis, dan filosofis.® Adapun pada sisi yang lainnya, fatwa MUI juga harus
dibuat terlebih dahulu kajian komprehensif yang memuat telaah atas pandangan
fuqaha’, mujtahid masa lalu, imam mazhab, ulama yang mu tabar, dan pandangan
ahli fikih. Perihal format penyusunan dan pihak yang harus menyusunnya tidak
ditentukan secara tegas.” Contoh yang dapat dilihat dalam konteks ini adalah
pertama, fatwa keharaman pergantian jenis kelamin sebagaimana disebutkan pada
Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010'® dan Keputusan Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia Tahun 2009 Komisi A yang
membahas Masail Asasiyyah Wataniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan) yang

spesifik membahas tentang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.'!

8 Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234.

% Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia
Nomor: Kep-.../MUI/2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

10 Pada contoh yang berkaitan dengan keharaman pergantian jenis kelamin, MUI hanya
melihat dari aspek hukum agama semata tanpa membandingkan dengan bagaimana kewajiban
negara untuk melindungi dan mengakui pencatatan data pribadi dan data hukum kependudukan
warga Negara Indonesia. Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 secara tegas menyatakan
implikasi hukum keperdataan yang batal dan kembali pada jenis kelamin asal pemohon pergantian
jenis kelamin, tanpa menyodorkan analisis komprehensif bagaimana kaitannya dengan hak
penduduk untuk mendapatkan fasilitas publik. Lihat selengkapnya dalam Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis
Kelamin.

11 “Keputusan Komisi B Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III Tentang
Hukum Merokok,” 2009.; Pembentukan fatwa ini menegasikan makna sesungguhnya dari arti
golongan putih dalam konteks social movement dengan klasifikasinya pada dua, yakni: sebagai
gerakan politik dan sebagai perilaku. Permasalahan pada gerakan politik, merupakan aspirasi yang
perlu diperhatikan pada serangkaian sistem rekrutmen pemimpin. Pada golongan putih sebagai
perilaku, menunjukkan bahwa masyarakat hanya ingin mendapatkan jaminan atas kebaikan apa
daripada pemilihan umum, sebab selama ini belum ada perubahan signifikan atas kehidupan
konstituen. Nyarwi, “Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif,” Jurnal llmu
Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 12: 3 (Maret 2009), hIm. 293-308; Diketahui juga bahwa faktor politis
seruan anti golput ini diuraikan oleh Hidayat Nur Wahid dan memintakan fatwa kepada MUI. Lihat



Meskipun keduanya mengkaji permasalahan yang sama, berdasarkan dua input
metode yang berbeda inilah, maka sangat dimungkinkan output hasil pengaturan
yang ditentukan dalam masing-masing produk hukum berbeda satu sama lain
sehingga konflik antara hukum agama dan hukum positif sangatlah potensial
terjadi, bahkan pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penulisan ini menawarkan perspektif baru yang justru berupaya untuk
meninjau produk hukum Islam dari sudut pandang kajian hukum positif.!? Secara
mutatis mutandis, upaya ini semakin menemukan urgensinya mengingat triangular
concept of legal pluralism sebagaimana dipopulerkan Werner Menski,'® konsep
eklektisisme hukum dari Qodri Azizy,'* atau juga prismatic society dari Fred W.
Riggs yang pada intinya dewasa ini dalam rangka menggapai tujuan hukum, maka
tiap-tiap unsur sistem hukum tidak dapat lagi bekerja secara parsial. Dimensi
multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin keilmuan hukum sangatlah penting

untung dilakukan.
B. Rumusan Masalah

Penelitian ini melihat bahwa terjadinya disharmoni atau konflik antara

norma keagamaan dalam fatwa-fatwa MUI di bidang politik dan ketatanegaraan era

selengkapnya dalam Dwi Riyanto Agustiar, “Hidayat Nur Wahid Minta Majelis Ulama Haramkan
Golput,” tempo.co, 2008.

12 M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama &
Studi Islam Di Era Kontemporer (Sleman: IB Pustaka, 2021), him. 62-68.

13 Werner Menski, Comparative Law in a Global Context, alih bahasa M. Khozim (Bantul:
Nusamedia, 2009), hlm 118.

14 A. Qodri Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern
(Jakarta: Teraju, 2003), hlm 52.



reformasi dengan hukum positif di Indonesia merupakan konsekuensi dari proses
pembentukan fatwa yang belum sepenuhnya mempertimbangkan analisis dampak
secara komprehensif. Ketidakhadiran kerangka analisis dampak yang sistematis,
kemudian berimplikasi pada potensi ketidaksinkronan antara tujuan normatif fatwa
dengan realitas sosial-hukum dalam sistem hukum nasional.

Pembuktian terhadap premis di atas menjadi penting bagi penulis untuk
terlebih dahulu mendeskripsikan dan menganalisis makna (ratio legis)
pembentukan fatwa-fatwa MUI yang tercakup dalam bidang politik dan
ketatanegaraan di era reformasi. Ratio legis ini mencakup aspek alasan kemunculan
serta tujuan normatif yang hendak dicapai oleh fatwa, yang selanjutnya dianalisis
secara komparatif vis a vis dengan gagasan tagnin al-ahkam yang dikemukakan
oleh Ibn al-Mugqaffa’ sebagai tolok ukur dalam menilai derajat harmonisasi antara
norma keagamaan dan norma hukum negara. Pemilihan Ibn al-Mugafta’ didasarkan
pada kesamaan orientasi pemikirannya yang menekankan pentingnya integrasi
antara norma hukum dan kebutuhan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam
rangka meminimalisir konflik norma serta mewujudkan kepastian dan efektivitas
hukum.

Penelusuran terhadap makna pembentukan fatwa secara metodologis berada
dalam ranah filosofis-aksiologis, karena berfokus pada penggalian tujuan, nilai, dan
implikasi dari suatu norma hukum. Paradigma dekonstruksi hukum dalam konteks
ini digunakan untuk membongkar asumsi-asumsi yang selama ini melandasi proses
pemfatwaan, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya bias, kepentingan,

atau keterbatasan metodologis dalam konstruksi fatwa itu sendiri.



Berangkat dari pemahaman atas ratio legis, penelitian ini selanjutnya
menganalisis bagaimana mekanisme analisis dampak dalam proses pemfatwaan
MUI secara normatif, dengan menghadapkannya pada kerangka kerja analisis
dampak pengaturan yang telah berkembang secara sistematis dalam kajian hukum
dan kebijakan publik, yaitu Regulatory Impact Analysis (RIA). Pendekatan ini
digunakan untuk menilai sejauh mana fatwa-fatwa MUI telah—atau belum—
memenuhi prinsip-prinsip dasar analisis dampak, seperti identifikasi masalah,
pemetaan alternatif kebijakan, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Analisis ini kemudian tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi
kelemahan dalam praktik pemfatwaan yang telah berlangsung, tetapi juga untuk
merumuskan suatu model konseptual mengenai desain analisis dampak
pemfatwaan yang lebih komprehensif dan integratif. Model ini diharapkan mampu
menjembatani kebutuhan internal hukum Islam dengan tuntutan eksternal berupa
keselarasan dengan sistem hukum nasional. Diharapkan agar fatwa tidak hanya
berfungsi sebagai pedoman normatif keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen
yang responsif, adaptif, dan kompatibel dalam kerangka triangular concept of legal
pluralism.

Seluruh uraian permasalahan penelitian sebagaimana telah tercantum di
atas, kemudian difokuskan permasalahannya melalui rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Apa makna (ratio legis) pembentukan fatwa-fatwa MUI di bidang politik
dan ketatanegaraan era reformasi perspektif tagnin al-Ahkam Ibn al-

Mugqaftfa’?



2. Bagaimana mekanisme analisis dampak pemfatwaan MUI di bidang politik
dan ketatanegaraan era reformasi ditinjau dari kerangka kerja regulatory
impact analysis?

3. Bagaimana reformulasi mendatang desain analisis dampak pemfatwaan

MUI di bidang politik dan ketatanegaraan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dilaksanakannya penelitian ini adalah menggagas desain
analisis dampak pemfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan yang
akomodatif terhadap banyak pertimbangan — tidak eksklusif pada satu ranah
keilmuan hukum Islam, sehingga pada gilirannya terjadi harmonisasi antara sistem
hukum Islam dan hukum positif. Harmonisasi ini juga pada gilirannya diharapkan
dapat mendukung percepatan realisasi kepastian dan efektivitas hukum. Secara
lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan makna (ratio legis pembentukan fatwa-fatwa MUI di bidang
politik dan ketatanegaraan era reformasi perspektif tagnin al-Ahkam Ibn al-
Mugaffa’;

2. Mengevaluasi mekanisme analisis dampak pemfatwaan MUI di bidang
politik dan ketatanegaraan era reformasi ditinjau dari kerangka kerja
regulatory impact analysis, dan

3. Merumuskan desain analisis dampak pemfatwaan MUI mendatang di

bidang politik dan ketatanegaraan.



2. Kegunaan Penelitian

Rancangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

dalam hal ini diklasifikasikan atas dua, yakni secara teoretis dan praktis. Secara

teoretis penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi pelengkap dalam kajian

ilmu syariah dan hukum secara umum, serta hukum tata negara secara khusus yang

telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain daripada itu, agar

dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian dengan tema sejenis di masa

mendatang.

Secara praktis terdapat tiga pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat

secara langsung terhadap penelitian ini, di antaranya bagi:

1.

3.

Majelis Ulama Indonesia, sebagai kritik, saran, rekomendasi serta
pembacaan objektif melalui pertautan antara ilmu hukum secara umum
dengan ilmu syariah secara khusus atas pembentukan fatwa yang selama ini
(1998-2024) telah dilakukan;

Lembaga-lembaga  terkait = yang  mendasarkan  tata  kelola
penyelenggaraannya pada fatwa MUIL, sebagai pembacaan akademis
berkaitan dengan peluang dan tantangan mendatang pembentukan fatwa
MUI di Indonesia; dan

Mustafit (pemohon fatwa) selaku pihak yang membutuhkan jawaban atas
problematika yang dihadapi, sebagai pembacaan akademis berkaitan
dengan peluang dan tantangan mendatang pembentukan fatwa MUI di

Indonesia yang telah diajukan.



D. Telaah Pustaka

Nilai kebaruan (novelty) dalam penulisan rancangan penelitian ini, perlu
untuk ditunjukkan melalui uraian penelitian-penelitian terdahulu. Sepanjang
penelusuran yang dilakukan penulis, setidaknya terdapat beberapa penelitian
terdahulu yang membahas pertautan antara hukum Islam dan hukum positif di
bidang pembentukan produk hukum.

Pertama, penelitian Slamet Suhartono berjudul "Eksistensi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila" menyoroti peran
fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis Pancasila, bukan negara
Islam atau sekuler. Meskipun beberapa fatwa MUI dianggap kontroversial, banyak
yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Dengan pendekatan normatif dan
stufentheorie Hans Nawiasky, Suhartono menyimpulkan bahwa fatwa MUI, meski
tidak mengikat secara hukum, telah menjadi sumber hukum materiil bagi
perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini berbeda dari penelitian Suhartono
karena berfokus pada evaluasi dan rekonstruksi pembentukan fatwa MUI, bukan
hanya mendeskripsikan kedudukannya, sehingga berfungsi sebagai pendalaman
dan pelengkap penelitian Suhartono.'

Kedua, penelitian Dahliah Haliah Ma'u berjudul "Eksistensi Hukum Islam
di Indonesia: Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca
Kemerdekaan Republik Indonesia" meneliti eksistensi dan pembaruan hukum Islam

di Indonesia dari masa pra hingga pasca kemerdekaan. Dengan pendekatan

15 Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara
Hukum Pancasila,” Al-Ihkam Vol. 12: 2 (Desember 2017), hlm. 448—465.
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normatif-historis dan analisis kualitatif, Dahliah menemukan bahwa hukum Islam
memiliki pengaruh signifikan dalam legislasi undang-undang di Indonesia,
terutama sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
merujuk langsung pada hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan Dahliah
adalah tema hukum Islam, namun berbeda dalam perspektif; Dahliah meninjau
hukum positif dari doktrin Islam, sementara penelitian ini meninjau hukum Islam
dari sudut pandang hukum positif.'®

Ketiga, penelitian Edward Rinaldo dan Yoki Pradikta berjudul "Analisis
Figh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in
Influence dalam Hukum Positif di Indonesia" membahas penerapan peraturan
tentang trading in influence di Indonesia dari perspektif fikih siyasah dusturiyah.
Menggunakan penelitian normatif dan analisis induktif, hasil penelitian mereka
menunjukkan bahwa pendekatan figh siyasah dusturiyah dapat memperbarui
undang-undang anti korupsi dengan mengadopsi ketentuan dari UNCAC ke dalam
hukum positif Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus
legislasi Islam, namun perbedaannya adalah penelitian Rinaldo dan Pradikta
menggunakan perspektif hukum Islam, sementara penelitian ini menguji hukum
Islam dengan doktrin hukum positif, sehingga melengkapinya dengan sudut

pandang baru.!”

16 Dahlia Haliah Ma’u, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan
Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia),” Jurnal Ilmiah Al-
Syir’ah Vol. 15: 1 (Agustus 2018), him 14-30.

'7M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Figh Siyasah Dusturiyah Dalam
Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” As-
Siyasi : Journal of Constitutional Law Vol. 1: 1 (Desember 2021), hlm. 63-84.
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Keempat, disertasi yang ditulis oleh Pradana Boy Zulian berjudul “Fatwa in
Indonesia: an Anlysis of Dominant Legal ldeas and Modes of Thought of Fatwa-
Making Agencies and Their Implications in The Post-New Order Period”. Pradana
memfokuskan kajian pada tinjauan terhadap fatwa-fatwa yang dibentuk oleh MUI,
Lajnah Bahts al-Masa’il Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Metode penelitian yang digunakan didasarkan pada wawasan sosiologis yang
mempengaruhi pola pikir dalam pembentukan fatwa. Disertasi yang ditulis oleh
Pradana menemukan bahwa telah terjadi pergeseran dan penguatan pola pikir
keagamaan dari tiap-tiap lembaga yang dikaji seiring dengan demokratisasi
kehidupan berbangsa dan bernengara pasca Orde Baru. Posisi rancangan penelitian
ini di samping disertasi Pradana, meskipun sama-sama berfokus pada fatwa-fatwa
MUI pasca Orde Baru, terlihat pada aspek formal pembentukan fatwa dengan
pendekatan yang berbeda. Rancangan penelitian ini melihat permasalahan fatwa-
fatwa MUI pasca Orde Baru dengan perspektif perpaduan antara ilmu hukum umum
(untuk tidak menyebutkan sebagai ilmu hukum yang berkembang di Barat) dengan
ilmu hukum Islam.'®

Kelima, disertasi yang telah dibukukan oleh Shohibul Itmam dengan judul
“Positivisasi Hukum Islam di Indonesia” dengan fokus pada analisis hubungan
agama dan negara dalam positivisasi hukum di Indonesia, sistem hukum,
pembangunan hukum, dan politik hukum era reformasi, serta faktor, peluang, dan

tantangan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Penelitian Shohibul menunjukkan

'8 Pradana Boy Zulian, “Fatwa in Indonesia: An Anlysis of Dominant Legal Ideas and
Modes of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in The Post-New Order
Period” (National University of Singapore, 2015), hlm 374.
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bahwa hubungan agama dan negara sangat kuat dalam pembentukan hukum positif
di Indonesia. Era reformasi membawa perubahan signifikan terhadap eksistensi
hukum Islam, dipengaruhi oleh politik hukum Belanda, dan membuka peluang bagi
hukum Islam menyatu dengan hukum lain dalam sistem hukum pluralis. Peluang
dan tantangan positivisasi hukum Islam terlihat dari aspek politis, filosofis, dan
sosiologis, dengan tantangan seperti lemahnya dukungan politik, kontroversi
internal, dan kurangnya pengakuan nilai hukum Islam secara nasional, sehingga
diperlukan integrasi hukum Islam dalam pluralitas hukum nasional untuk mencapai
hukum khas Indonesia.!” Meskipun sama-sama mengkaji hukum Islam dalam
konteks sistem hukum nasional, rancangan penelitian ini menjadi tindak lanjut yang
berusaha menawarkan gagasan integrasi hukum positif dan hukum Islam di
Indonesia.

Keenam, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah dan
Fatimah berjudul “Analisis Peran Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 terhadap
Pembentukan Kebijakan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus tentang Isu
Kontemporer (Perihal LGBT)”. Fokus penelitian ini menyoroti peran Fatwa MUI
Sumatera Utara Nomor 57 Tahun 2014 yang menjadi dasar titik tolak untuk
membentuk berbagai produk hukum Islam di Sumatera Utara. Azizah dan Fatimah
menemukan bahwa Fatwa MUI Sumut No. 57 Tahun 2014 berperan penting dalam
membentuk kebijakan hukum Islam terkait LGBT, yang dianggap sebagai perilaku

menyimpang dari agama. Fatwa ini telah mempengaruhi pandangan masyarakat di

19 Shohibul Itmam, Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia, ed. M. Harir Muzakki
(Ponorogo: STAIN Po Press, 2015), hlm 315-316.
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berbagai daerah, dan MUI mengimbau agar tidak memberi ruang bagi pelaku
LGBT. Meski ada upaya pencegahan, seperti sosialisasi, perilaku LGBT masih
berkembang, terutama di kalangan anak muda.?° Posisi rancangan penelitian ini di
samping penelitian Azizah dan Fatimah di atas adalah sebagai perspektif yang lebih
holistik. Meskipun sama-sama menjadikan fatwa MUI sebagai objek yang dikaji,
namun rancangan penelitian ini mengkhususkan pada teknik penyusunan fatwa
(legal drafting) sebelum naskah siap untuk dibahas.

Ketujuh, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Masnun Tahir dan
Apipuddin berjudul “Rekognisi fatwa dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam

99

Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable™. Fokus utama penelitian Tahir dan
Apipuddin menyoroti pada pluralitas, otoritas, dan rekognisi negara terhadap fatwa
sebagai produk hukum Islam yang selama ini hadir di tengah masyarakat. Tahir dan
Apipuddin menemukan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia mendapat
beragam respons, dengan para ahli fikih dan akademisi yang memperkaya literatur,
sementara rekognisi fatwa dari berbagai pihak memastikan hukum keluarga Islam
tetap relevan, adaptif, dan berkelanjutan meskipun terdapat perbedaan pandangan.?!
Persamaan antara rancangan penelitian ini di samping penelitian Tahir dan

Apipuddin adalah penentuan fatwa sebagai variabel independen, adapun

perbedaannya tampak dari pola hubungan antar fatwa yang lebih bersifat intra (ke

20 Nur Azizah and Fatimah Fatimah, “Analisis Peran Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014
Terhadap Pembentukan Kebijakan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus Tentang Isu
Kontemporer (Perihal LGBT),” Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9: 1 (Januari
2023), hlm. 551.

2l Masnun Tahir and Apipuddin, “Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga
Islam Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable,”” ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol.
2: 1 (Juli 2020), hlm. 1-23.
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dalam). Rancangan penelitian ini justru melihat fatwa — causa quo fatwa MUI —
sangat memungkinkan bersinggungan dengan sistem hukum di luar hukum Islam.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Nabilah Apriani dengan judul
“Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional
Indonesia”. Nabilah memfokuskan kajian pada analisis kedudukan hukum Islam
pada sistem hukum nasional berikut dengan implementasinya. Hasil penelitian
Nabilah menguraikan bahwa kedudukan hukum Islam di Indonesia telah selaras
dengan tatanan filosofis-politis, yuridis, dan sosiologis. Meskipun masih
menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, hukum Islam telah berhasil
memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum nasional.** Posisi penelitian ini
di samping penelitian Nabilah adalah kajian yang lebih terfokus dan praktis dengan
menspesifikkan pada fatwa-fatwa MUI sebagai produk hukum Islam yang lebih
konkret.

Kesembilan, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Hery Purwanto,
Sumunar Jati, dan Ahmad Rotiq dengan judul “Policy Analysis of Enforcement of
Halal Product Guarantee Regulations Through The Regulatory Impact Analysis
(RIA) Approach”. Fokus kajian yang terlihat adalah analisis dampak penerapan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk
Halal secara wajib, dengan menggunakan pendekatan RIA. Adapun hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini

dengan kondisi ideal untuk dapat menerapkan Peraturan Menteri Agama (PMA)

22 Nabilah Apriani, “Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum
Nasional Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3:2 (Oktober 2022), hlm. 133-147.
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Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal sehingga pelaksanaan
peraturan a quo selaiknya ditunda terlebih dahulu.?* Posisi penelitian ini di samping
penulisan Purwanto dkk adalah pelengkap yang tidak sekedar menjadikan RIA
sebagai instrumen dalam meninjau hukum positif bernuansa Islam, rancangan
penelitian ini justru mengupayakan penggunaan RIA juga dalam konteks
pembentukan produk hukum Islam, yakni fatwa MUI.

Kesepuluh, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Jeremy Menchik
berjudul “The Politics of The Fatwa: Islamic Legal Authority in Modern Indonesia”
dengan fokus kajian terhadap seberapa besar dampak fatwa sebagai instrumen
politik MUI. Menchik menyatakan bahwa status sebagai lembaga non-negara
setidaknya membuat MUI sulit untuk diidentifikasi transparansi dan
pertanggungjawabannya atas fatwa yang telah dibentuk. Selain itu, masalah
pengaturan jaminan halal dan perbankan syariah sering kali menempatkan MUI
pada posisi yang tidak menjalankan prinsip meritokrasi. Adapun pada aspek
pembentukan dan pelaksanaan produk hukum Islam, MUI dianggap juga telah
mengambil kewenangan pemerintah — dalam makna yang luas, tidak sekedar
eksekutif.?* Posisi rancangan penelitian ini di samping penulisan Menchik adalah
sebagai pelengkap atas tinjauan transparansi dan akuntabilitas pembentukan fatwa

dengan gagasan memasukkan RIA sebagai tolok ukur.

23 Hery Purwanto, Sumunar Jati, and Ahmad Rofiq, “Policy Analysis of Enforcement of
Halal Product Guarantee Regulations Through The Regulatory Impact Analysis (RIA) Approach,”
Journal of Digital Marketing and Halal Industry Vol. 3: 2 (Oktober 2021), hlm. 149-164.

24 Jeremy Menchik, “The Politics of the Fatwa Islamic Legal Authority in Modern
Indonesia,” Indonesia 2022, Vol. 114 (Oktober 2022), hlm. 75-97.
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Kesebelas, disertasi dibukukan yang ditulis oleh Mohammad Atho’
Mudzhar berjudul “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988” dengan judul asli “Fatwas of The
Council of Indonesian ‘Ulama’: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia,
1975-1988”. Disertasi Mudzhar memfokuskan pada kajian latar sosio-politik fatwa-
fatwa MUI yang ditetapkan sejak pertama kali MUI berdiri hingga 1988 serta pola
preferensinya secara proaktif, netral, dan konfrontatif terhadap kebijakan
pemerintah.>> Posisi penelitian ini dihadapkan dengan penelitian Mudzhar adalah
sebagai perkembangan kajian terhadap fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh MUI pada
era yang lebih baru, yakni era reformasi. Selain itu, penelitian ini juga
mempertautkan keilmuan hukum positif sebagai khazanah yang memperdalam

analisis penetapan fatwa oleh MUI.
E. Kerangka Teoretis
1. Tagnin al-Ahkam

Istilah fagnin diambil dari Bahasa Arab dengan kata dasar ganana-
yuganninu yang berarti pemodifikasian undang-undang,’® sedangkan Jailani dan

Fakhrurrazi dalam konteks pemaknaan fagnin di era modern dengan mengutip al-

2> Mohammad Atho’ Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi
tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993.), him 10.

26 Al-Ma’aany.com, “Terjemahan dan Arti ¥ di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab,”
almaany.com, 2010, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/c%/.
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Mu’jam al-Wajiz disebutkan sebagai wad 'u al-Qawanin fi madah (penyusunanan
berbagai ganin pada satu tema).>’

Istilah tagnin secara kontekstual dengan budaya pemahaman hukum di
Indonesia, kebanyakan memang dimaksudkan untuk menyebut pembentukan
hukum khusus berdasarkan otonomi daerah seperti halnya di Aceh. Tidak
berlebihan kiranya bahwa konteks fagnin yang sering juga disebut dengan legislasi
hukum Islam selalu dikonotasikan pada pembentukan salah satu peraturan
perundang-undangan di Indonesia.”8

Peraturan sebagai produk hukum dalam konotasi output pelaksanaan tagnin,
pada dasarnya mengisyaratkan bahwa produk hukum Islam yang dimaksud adalah
yang menyasar pada khalayak banyak, tidak hanya berlaku sementara, dan masih
bersifat abstrak. Sasaran pembentukan produk hukum ini, kiranya dapat
disejajarkan dengan istilah regeling pada khazanah keilmuan hukum positif secara
umum. Sebagaimana diuraikan Sirajuddin dkk bahwa produk hukum nasional
sebagai suatu dokumen yang dapat memberikan kepastian hukum dalam berbangsa
dan bernegara, setidaknya dapat diklasifikasikan pada empat:

1. Regeling (Peraturan), yaitu produk hukum yang dibentuk oleh lembaga

negara atau pejabat yang berwenang berisikan norma-norma hukum yang

27 Jailani and Fakhrurrazi M. Yunus, “Legislasi Hukum Qanun Keluarga (Ahwal Al-
Syakhshiyah) (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Tagnin Di Aceh)” (Banda
Aceh, 2020), hlm 13-14.

28 Ujang Ruhyat Syamsoni, “Tagnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum
Nasional),” Nur El-Islam, Vol. 2: 2 (Oktober 2015): 168-93.
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mengikat secara umum, bersifat abstrak, dan berlaku untuk masa yang tidak
ditentukan;

2. Beschikking (Keputusan), yaitu produk hukum yang diterbitkan oleh pejabat
administrasi negara dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan
dengan berisikan norma hukum individual, konkret, dan berjangka waktu
tertentu;

3. Beleidsregel (Peraturan Kebijakan), yaitu produk hukum yang berisikan
aturan-aturan teknis penjelasan dan perincian suatu peraturan. Beleidsregel
dibentuk oleh pemerintah dalam rangka menjalankan peraturan perundang-
undangan; dan

4. Vonis (Putusan), yaitu produk hukum yang diterbitkan oleh hakim untuk
menyelesaikan perkara yang masuk dalam lingkup peradilan.?’
Pemahaman bahwa legislasi Islam (tagnin) hanya dimaksudkan sebagai

penyusunan  peraturan perundang-undangan semata, turut ~mendapatan
justifikasinya pada pemaknaan peraturan perundang-undangan sebagaimana
ditentukan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur

yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.’® (cetak tebal
penulis)

2 Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode
Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan (Malang: Setara Press, 2015), hlm.
28-29.

30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
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Penentuan bahwa suatu produk hukum hanya dapat disebut sebagai
peraturan — apabila bertolak pada ketentuan Pasal 1 angka 2 a quo di atas,
setidaknya telah menempatkan makna tagnin yang lebih restriktif. Hal ini
didasarkan pada unsur pembentuk peraturan yang merupakan lembaga negara atau
pejabat yang berwenang, kemudian juga harus dibentuk berdasarkan prosedur yang
telah ditentukan secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

Dua persyaratan yang menjadi unsur suatu peraturan perundang-undangan
di atas, pada dasarnya bukan problematika yang patut disorot dalam konteks
legislasi hukum Islam berbentuk peraturan perundang-undangan, semisal pada taraf
peraturan daerah di Aceh dengan bentuk Qanun atau undang-undang yang mengatur
masalah keperdataan Islam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya).

Permasalahan justru muncul pada produk-produk hukum Islam yang
sebenarnya memiliki sifat pengaturan yang umum, abstrak dan berlaku dalam
jangka waktu yang tidak ditentukan, namun tidak berbentuk peraturan perundang-
undangan (regeling). Contoh yang relevan di sini adalah fatwa Majelis Ulama
Indonesia, kendati pada dasarnya bukan merupakan produk hukum yang bersifat
regeling, namun kebanyakan normativitasnya melingkupi hal-hal yang masih

bersifat umum, abstrak, dan tidak terbatas pada waktu tertentu.

2. Critical Legal Studies

Pemikiran hukum dari masa ke masa selalu memiliki corak dan karakteristik

tersendiri yang dapat menjadi faktor pembeda satu sama lain. Sama halnya dengan
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ajaran hukum kritis yang dijadikan titik tolak kajian penelitian ini. Anugerah
menguraikan bahwa ajaran hukum kritis hadir bersamaan dalam rumpun aliran
realisme pada golongan teori hukum modern.?!

Aliran realisme hukum sendiri menurut Wibowo T. Turnardy adalah
pemikiran hukum yang muncul di Amerika Serikat berdasarkan paham bahwa
hukum merupakan manifestasi kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Berbeda sama
sekali dengan aliran positivisme yang menyebutkan bahwa hukum adalah
independen atau tanpa intervensi kekuatan-kekuatan sosial — terutama politik, maka
aliran realisme berpendapat bahwa hukum selalu terbentuk dan diimplementasikan
berdasarkan kondisi sosial.>?

Nurasiah dalam klasifikasinya terhadap aliran-aliran pemikiran hukum,
menyebutkan bahwa realisme termasuk pandangan teori hukum modern. Sebuah
klasifikasi yang membedakan dengan teori-teori yang muncul pada zaman
tradisional klasik dan abad pertengahan.’® Salah satu maxim yang terkenal pada
aliran realisme ini adalah pernyataan Oliver W. Holmes “the life of law has not been
logic, it has been experience” (hukum itu hidup bukan karena berdasar logika

semata, namun karena pengalaman).>*

31 Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, “Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal
Studies,” Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3: 1 (Februari 2021), hlm. 25-36,.

32 Wibowo T. Turnady, “Mazhab-Mazhab Hukum: Berbagai Aliran Hukum,”
jurnalhukum.com, 2021, https://jurnalhukum.com/mazhab-hukum/, akses 12 November 2024.

33 Nurasiah Faqihsutan HRP, Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya (Medan: CV Pusdika
Mitra Jaya, 2021), hlm. 15.

3% Indra Rahmatullah, “Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam
Hukum Bisnis Di Indonesia,” Adalah Vol. 5: 3 (Oktober 2021), hlm. 1-14.
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Hukum kritis (critical legal studies) sebagai ‘anak kandung’ dari realisme
hukum dalam lintasan sejarah lahir pada tahun 1977 berdasarkan “Konferensi Studi
Hukum Kritis” di Amerika Serikat dan tahun 1984 di Inggris. Munir Fuady lebih
lanjut menguraikan bahwa latar belakang yang membakukan ajaran hukum kritis
ini adalah praktik hukum kisaran tahun 1960-an di Amerika Serikat — bahkan
beberapa negara Eropa lain — yang terlalu ortodoks. Tiga problematika makro yang
dirasakan pada saat itu adalah:

1. Determinasi politik praktis terhadap kepentingan publik dalam peraturan
perundang-undangan dan praktik hukum;

2. Pendidikan hukum yang berkutat dan hanya berpostulat pada doktrin-
doktrin lama tanpa kajian empiris dan pragmatis; dan

3. Hukum tidak dapat menjawab problematika sosial yang ada.®

Selain tiga faktor umum di atas, Samekto dalam Saeful Hayat menguraikan
bahwa ajaran hukum kritis lahir sebagai antitesis paham liberalis yang cenderung
kapitalis. Masyarakat Amerika Serikat yang liberal hanya memperhatikan
kebebasan hak asasi manusia (HAM) tanpa memprediksi kemungkinan bahwa
penggunaan HAM tersebut harus proposional dan peduli pada individu lain.
Walhasil akibat seseorang yang berlebihan memenuhi haknya (keinginan semata),

terdapat individu lain yang tercederai.’¢

35 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3-5.

36 Rizky Saeful Hayat, “Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme
Hukum,” Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5: 1 (Februari 2021), hlm. 235-41.
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Pengikut ajaran hukum kritis setidaknya memiliki enam pandangan umum

tentang hukum (law in book):

1.

Menolak liberalisme yang mana masyarakat sudah terlalu jauh masuk di
dalamnya. Setiap individu dalam masyarakat perlu menyadari bahwa
terdapat kestabilan sosial yang patut dijaga bersama, dibandingkan hanya
mementingkan diri sendiri;

Menekan kontradiksi fundamental, yakni paham terkait kebebasan individu
akan meningkatkan kontribusi masyarakat — atau semboyan laissez faire,
laissez aller (biarkan saja berbuat, biarkan saja terjadi). Hukum dalam
pandangan ini harus tidak boleh secara bebas membebaskan seseorang dari
tanggung jawab sosialnya;

Mengesampingkan dan delegitimasi paham liberalisme, yakni agar hukum
tidak dijadikan justifikasi dan legitimasi liberalisme dan kapitalisme.
Pandangan ini menganggap bahwa norma-norma, kaidah-kaidah, dan teori-
teori seputar hukum dalam praktik hanya dimonopoli berdasarkan
kepentingan tirani semata melalui tatanan yang terlalu birokratis, sehingga
perlu untuk dikesampingkan;

Menolak formalisme hukum, yakni pandangan terkait hukum yang tidak
boleh tertutup pada logika-logika formal semata tanpa berpihak pada
keadilan;

Menolak positivisme hukum, yakni tidak menjadikan logika deduktif — baik
pada tradisi civil law melalui kodifikasi perundang-undangan, maupun

common law melalui stare decisis — semata dalam memandang suatu kasus
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hukum. Hukum dalam pandangan ini harus didasarkan perspektif induktif
dengan melihat kasus demi kasus; dan

6. Mengintegrasikan politik dan hukum, yakni hukum dibentuk berdasarkan
cita-cita politik yang mendukung kemanusiaan.’’

Menjabarkan lebih spesifik berkaitan dengan implementasi pandangan dan
cara kerja analisis ajaran hukum kritis, Mulyono dari Hikmahanto Juwana
menyebutkan terdapat tiga pendekatan:

1. Trashing (mencemarkan) yakni melakukan penolakan terhadap prinsip-
prinsip dan kaidah hukum yang sudah mapan;

2. Deconstruction (merobohkan) yakni membongkar kerangka konseptual
yang selama ini hadir dalam suatu hukum yang berlaku; dan

3. Genealogy (silsilah) yakni penelusuran terhadap latar belakang sejarah

pembentukan hukum dalam rangka identifikasi makna dan orientasi

sesungguhnya.*
3. Regulatory Impact Analysis

Pokok permasalahan dalam penulisan ini yang membahas berkaitan dengan
problematika pembentukan fatwa, pada dasarnya bertolak pada hipotesis tidak
digunakannya analisis dampak pada saat fatwa itu sendiri dibuat. Bagian

pembahasan ini akan memfokuskan bagaimana dengan menggunakan RIA, maka

37 Hayat, hlm 239.

38 Andreas Tedy Mulyono, “Penelitian Hukum Kritis: Independensi Hukum Kehutanan
Indonesia, Khususnya Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional,” in Prosiding Seminar
Nasional Hukum UMS (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 248-266.
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formulasi fatwa mendatang akan lebih prediktif, akomodatif, dan preventif dalam
menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk di masa mendatang.

Regulatory Impact Assessment (atau sering disebut regulatory impact
analysis), yang disingkat sebagai RIA, adalah suatu metode yang digunakan dalam
penyusunan peraturan yang pada dasarnya dapat memandu langkah-langkah yang
harus diambil selama proses penyusunan peraturan. Metode ini mulai mendapatkan
popularitas pada awal tahun 2000-an dan banyak digunakan di negara-negara

3% Kontekstualisasinya dalam penyusunan regulasi, pada tahun 2011

maju.
diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menjadi panduan dalam
proses penyusunan dan pengajuan undang-undang dan peraturan daerah. Undang-
Undang a quo menguraikan prosedur penyusunan mulai dari perencanaan hingga
pengesahan.

Analisis kebijakan adalah bidang ilmu sosial terapan yang menggunakan
berbagai metode penelitian dan argumen untuk mengumpulkan dan menyampaikan
informasi yang relevan untuk kebijakan, dengan tujuan untuk mengatasi masalah-
masalah kebijakan di tingkat politik. Penggunaan RIA pertama kali diterapkan
dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an, namun menjadi populer setelah

The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)

mempublikasikan pedoman RIA pada Maret 1995.4°

3 W. N Dunn, Public Policy Analysis: An Integrated Approach, 6th ed. (Berlin: BMC
Public Health, 2018), him. 52.

40 David Parker, “Regulatory Impact Assessment,” Management Focus Vol. 3: 24 (Januari
2006), hlm. 4-7.
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Penerapan RIA untuk pengajuan peraturan baru diwajibkan di pemerintah
pusat Inggris sejak tahun 1998, dan pedoman RIA diperkenalkan untuk departemen
pemerintahan Inggris pada tahun 2000. Pada tahun 2001, 20 negara anggota OECD
telah melaporkan penggunaan RIA. Selain itu, organisasi penyumbang
internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank telah berupaya
memperkenalkan konsep RIA di negara-negara berkembang. Komisi Eropa juga
memperkenalkan sistem Penilaian Dampak pada tahun 2003, dan sejak itu, semakin
banyak anggota OECD yang mengadopsi konsep RIA ini.*!

Panduan yang diterbitkan oleh Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD) menjelaskan bahwa RIA sebagai proses yang sistematis
dalam mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu rancangan
undang-undang dengan menggunakan metode analisis yang konsisten, seperti
analisis manfaat dan biaya. RIA adalah proses perbandingan yang berdasarkan pada
tujuan pengaturan yang telah ditetapkan, dan mengidentifikasi semua kemungkinan
kebijakan yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Semua alternatif yang
tersedia harus dinilai dengan metode yang sama untuk memberikan informasi
kepada pengambil keputusan sehingga mereka dapat memilih pilihan yang paling
efektif dan efisien secara sistematis. OECD telah menyebutkan bahwa kontribusi
terpenting RIA terhadap kualitas regulasi (peraturan) bukanlah akurasi perhitungan
yang digunakan, melainkan tindakan analisis, yaitu pertanyaan, pemahaman

dampak dunia nyata, dan eksplorasi asumsi-asumsi.*?

41 parker, hlm. 6.

42 OECD, Regulatory Reform and Innovation (OECD, 2011), hlm 8-10.
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Menurut Kirkpatric dalam Parker, tahapan RIA secara tipikal melibatkan

beberapa tugas dalam setiap tahap, yaitu:

1.

2.

Deskripsi masalah dan tujuan proposal kebijakan;
Deskripsi pilihan peraturan dan non-peraturan yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan;

. Penilaian dampak positif dan negatif yang signifikan, termasuk penilaian

terhadap manfaat dan biaya bagi dunia bisnis dan pemangku kepentingan

lainnya;

. Proses konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pihak lain yang

berkepentingan; dan
Rekomendasi opsi yang dipilih beserta penjelasan mengapa opsi tersebut
dipilih.*

OECD dalam penerapan RIA, memiliki daftar pertanyaan yang harus

dijawab, antara lain:

1.

2.

Apakah masalah telah didefinisikan secara jelas?

Apakah tindakan Pemerintah telah dibenarkan?

. Apakah bentuk pengaturan yang paling sesuai untuk tindakan Pemerintah

ni?

Apakah ada dasar yang kuat untuk pengaturan ini?

. Apakah tingkat pemerintah yang tepat untuk tindakan ini?

Apakah manfaat dari pengaturan ini melebihi biayanya?

43 Parker, Regulatory Impact Assessment, hlm. 7.
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7. Apakah dampak distribusi dari pengaturan ini diketahui dengan jelas?

8. Apakah peraturan ini jelas, konsisten, komprehensif, dan dapat diakses oleh
semua pihak?

9. Apakah semua Pemangku kepentingan telah memiliki kesempatan untuk
berpartisipasi dan menyampaikan pandangan mereka?

10. Bagaimana kepatuhan terhadap peraturan ini akan diawasi dan dicapai?**

Penggunaan konsep RIA yang diimplementasikan juga pada fatwa pada
gilirannya diharapkan tidak lagi secara parsial menghukumi suatu persoalan hanya
pada satu bidang semata. Fatwa sebagai produk hukum Islam yang bukan dibentuk
oleh lembaga resmi atau pejabat negara, kiranya perlu sadar bahwa terdapat
kekuasaan yang besar pada dirinya, sehingga apabila terdapat irelevansi dengan
peraturan perundang-undangan, akan potensial menimbulkan ketidakpastian
hukum. Hal mana justru bertentangan dengan kehadiran fatwa itu sendiri.

Dewasa ini antara kajian hukum Islam dengan orientasi penyelesaian
persoalan pada masyarakat, terutama dalam bidang ibadah umum berdimensi sosial,
perlu ditinjau bagaimana resapan-resapan keilmuan lain (difusi atau
semipermeable) yang perlu untuk ditinjau secara holistik. Tidak hanya peraturan
perundang-undangan sejenis undang-undang dan peraturan daerah saja yang
membutuhkan naskah akademik atau naskah komprehensif semata. Fatwa di

kemudian hari juga membutuhkannya mengingat implikasinya yang sangat besar

terhadap ‘amaliyyah warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

4 Scott H. Jacobs, “An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD Countries,” in
Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries (Paris: OECD Publishing, 1997),
13-32.
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F. Metode Penelitian

Pertanggungjawaban penulisan penelitian ini ditunjukkan melalui uraian

penentuan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Awalnya penelitian ini dirancang untuk mengikuti pandangan kajian hukum,
mengingat hukum Islam merupakan bagian dari kajian hukum pada umumnya
sehingga secara sederhana keberlakuan metode penelitian hukum dianggap akan
dapat diaplikasikan pada konteks penelitian hukum Islam secara khusus. Objek
kajian hukum dimaksud di sini yang semula dipahami hanya berada pada lingkup
normatif (doktrinal atau black-letter law) dan empiris. Paradigma dasar yang
dipahami penulis bahwa setiap hal yang berkaitan dengan norma hukum (law in
books) — mulai dari asas-asas hukum, teori-teori hukum, taraf sinkronisasi dan
harmonisasi, formulasi hukum, bahkan hingga aspek politik hukum — selama bukan
merupakan /aw in action, adalah termasuk kajian hukum normatif. Sebaliknya,
setiap hal yang berkaitan dengan praktik hukum dalam masyarakat — termasuk
identifikasi kesadaran hukum dan efektivitas hukum — adalah bagian dari kajian
hukum empiris atau yang belakangan ini juga dikenal sebagai socio-legal.

Seiring berkembangnya diskursus metode penelitian hukum, peneliti
menyadari bahwa kritik dan elaborasi Atho’ Mudzhar untuk memberikan taksonomi
baru kajian hukum pada tiga lingkup (studi filsafat hukum Islam, studi hukum Islam

normatif, dan studi hukum Islam empirik) adalah pandangan yang lebih lengkap,
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fokus, dan spesifik. Pandangan Mudzhar terhadap lingkup studi hukum dan hukum
Islam adalah pengayaan yang menjadikan fokus kajian menjadi lebih kaya.

Menjembatani persoalan dua paradigma objek kajian hukum dan hukum
Islam ini, penting kiranya bagi penulis untuk kembali menegaskan tujuan penelitian
yang hendak menganalisis, mengevaluasi, dan mereformulasi (menggagas) desain
analisis dampak pemfatwaan di bidang politik dan ketatanegaraan yang selama ini
diatur pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 12/PO-
MUI/I1/2018 tentang Pedoman Penetepan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Titik
tolak yang dikaji adalah ketentuan dalam suatu peraturan, sehingga ditegaskan di
sini bahwa penelitian ini dilaksanakan pada level penelitian hukum normatif atau
dalam bahasa Mudzhar disebut sebagai studi hukum Islam normatif.

Penetapan lingkup atau jenis penelitian yang normatif tidak lantas
mereduksi tujuan penelitian, namun justru tetap akomodatif terhadap dua dimensi
studi hukum Islam lainnya yang meliputi aspek:

a. Filsafat hukum Islam, berkaitan dengan ma’alat al-Af’al, maslahah
mursalah, dan sadd al—ZarT’ah; dan

b. Empiris secara terbatas melalui regulatory impact analysis dan critical
legal studies sebagai upaya pembacaan terhadap sosial dan politik
pemfatwaan.

Peneliti menganggap bahwa dikotomi normatif dan empiris dalam
penelitian hukum tetap relevan sebagai landasan operasional penelitian, adapun
studi hukum Islam secara spesifik juga menyediakan elaborasi lebih lanjut yang

komprehensif sehingga memadukan keduanya menjadi penting. Sebagaimana
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ditegaskan juga oleh Amin Abdullah bahwa dalam diri peneliti sudah sepatutnya
tercakup dua penguasaan pendekatan, yakni yang berhubungan dengan dimensi
waktu (kesejarahan) dan yang berkaitan erat dengan konsep serta pemikiran

kefilsafatan.
2. Sifat Penelitian

Konsekuensi logis penentuan jenis normatif dalam konteks penulisan ini,
mengisyaratkan juga agar sifat-sifat penelitian hukum yang ditentukan dapat
mengakomodasi karakteristik permasalahan yang diuraikan. Berdasarkan tujuh
objek penelitian hukum yang diuraikan oleh Bachtiar, maka sifat penelitian yang
terlihat dalam penelitihan ini berada pada penelitian asas hukum, sistematika

hukum, dan sinkronisasi hukum.*

3. Pendekatan

Sebagaimana diuraikan oleh Syamsul Anwar bahwa tujuan dilakukannya
suatu penelitian adalah eksplorasi, eksplanasi, dan prediksi.*® Eksplorasi adalah
penjabaran realitas yang ada di lapangan, sedangkan eksplanasi adalah
pengungkapan fakta di balik realitas, sedangkan prediksi adalah memperkiraan
kejadian masa mendatang berdasarkan tanda-tanda (petunjuk) yang saat ini

tersedia. Berbeda halnya dengan penelitian hukum empiris - berbasis lapangan -

45 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: UNPAM Press, 2018), him. 22.

46 Syamsul Anwar, “Integrasi-Interkoneksi Ilmu : Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah,”
Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum Vol. 48: 2 (Agustus 2014), him. 389—408.
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yang memiliki tujuan untuk eksplorasi dengan berpegang teguh pada kebenaran
korespondensi.*’

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, rancangan penelitian ini
hendak melaksanakan analisis, evaluasi, dan rekonstruksi mendatang dalam
pembentukan desain analisis dampak pemfatwaan MUI di bidang politik dan
ketatanegaraan, sehingga jenis penelitian normatif ditentukan. Adapun pendekatan
yang digunakan penelitian ini mengikuti isyarat Amin Abdullah dalam konteks
pembaruan metode studi Islam multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin yang
diadopsi dari cara Jasser ‘Auda dalam mengkaji maqasid al-Shart’a ditunjukkan
melalui dua cara:

a. Pendekatan kesejarahan. Berkaitan dengan peta sejarah pemikiran hukum
Islam dari era tradisionalisme, modernisme, hingga postmodernisme.
Pembahasan seputar ma’alat al-Af’al dalam genealogi analisis dampak
pemfatwaan merupakan bagian yang mewakili tradisionalisme ini. Bagian
tagnin al-Ahkam dan ratio legis merepresentasikan pemikiran hukum
modernisme, yakni pertautan antara hukum Islam dan hukum negara.
Adapun bagian dekonstruksi yang disertai turunannya dalam critical legal
studies termasuk bagian pemikiran postmodernisme.

b. Pendekatan kefilsafatan. Pendekatan yang dimaksud Amin Abdullah dalam
konteks hukum Islam ini mengikuti pendekatan sistem yang ditawarkan

oleh Jasser ‘Auda. Penelitan ini pada gilirannya merepresentasikan

47 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 27.
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perbaikan dan penyempurnaan desain analisis dampak pemfatwaan MUI di
bidang politik dan ketatanegaraan sebagai upaya openness, pengkajian dari
dari dimensi yang tidak sekedar bertolak pada hukum Islam
(multidimentionality), memiliki kesinambungan antar nilai (interrelated-
hierarchy), menyeluruh (wholeness), mengaitkan banyak konsep pemikiran
(cognitive science), serta berorientasi pada tujuan pemecahan masalah
(purposefulnes).*s
Dua pendekatan di atas dalam konteks kajian hukum secara umum — dengan
menyadur berbagai pendekatan yang dirumuskan Amiruddin dan Zainal Asikin -
dapat juga dianggap sebagai pendekatan yang meliputi pendekatan konseptual
(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan kefilsafatan (philosophical approach), dan studi kasus hukum (legal
case study)*® dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni cara pengkajian
permasalahan berdasarkan perbandingan asas-asas, konsep-konsep, teori-
teori, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kontekstualisasinya dalam
penulisan ini diketahui bahwa dua variabel independen (fatwa MUI dan
RIA) berasal dari dua tradisi sistem hukum yang berbeda, sehingga dengan

perlu dicari relevansinya;

4 Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi
Islam Di Era Kontemporer, hlm 181-188.

4 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm 62.
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b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni cara pengkajian
permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum formil yang menjadi
acuan dari variabel penelitian. Penelusuran ini tidak sebatas pada hukum
positif, sebab mengingat makna hukum formil di sini tidak dapat dibatasi
pada apa yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan pada
ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan semata;

c. Pendekatan kefilsafatan (philosophical approach), yakni pengkajian
permasalahan penelitian berdasarkan upaya penelusuran terhadap alasan-
alasan di balik pemberlakuan norma. Pedoman pembentukan fatwa MUI
dan penetapan RIA sebagai dasar pembentukan produk hukum, pada
dasarnya juga dilandasi pada suatu norma yang di dalamnya juga
meniscayakan kehadiran ratio legis, sehingga dengannya patut untuk dicari
makna-makna terlebih dahulu. Pendekatan kefilsafatan ini secara ontologis
melihat hakikat fatwa sebagai produk hukum Islam dalam sistem hukum
nasional. Secara epistemologis meliputi kajian terhadap metode
pembentukan dan penalaran hukum (ushul fikih). Secara aksiologis
mengkaji nilai, tujuan, dan implikasi yang hendak diwujudkan; dan

d. Studi kasus hukum (legal case study), sebuah pendekatan penelitian
normatif yang bertolak pada dokumen-dokumen hukum bersifat konstitutif
dan declaratoir. Berbeda halnya dengan penelitian sosial secara umum,

istilah 'studi kasus' di sini dimaksudkan untuk melihat persoalan hukum
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aktual pada dokumen hukum semata causa quo fatwa-fatwa MUI yang

diterbitkan kisaran tahun 1998-2024.
4. Sumber Data

Data sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono adalah informasi yang berkaitan
dengan penelitian.”® Data dalam penelitian bersifat krusial mengingat fungsinya
sebagai premis minor yang mampu menguraikan realitas untuk kemudian secara
silogisme dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan. Ditinjau dari tempat di
mana data ditemukan, pada dasarnya diklasifikasikan atas dua, yakni yang secara
langsung didapatkan di lapangan (sumber data primer) dan data yang tidak
ditemukan secara langsung di lapangan (sumber data sekunder).>!

Paradigma penelitian normatif yang bertolak pada permasalahan norma-
norma, asas-asas, konsep, dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana diuraikan Hans
Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie adalah berbicara masalah ought to (das sollen).
Hal ini terlepas daripada fakta empiris yang ada, sehingga nilai kebenarannya
bersifat koherensi dengan cara berpikir yang logis semata. Sehingga konteks
penelitian ini hanya menentukan bahwasumber data sekunder yang digunakan.

Berkaitan dengan spesifikasi sumber data sekunder tersebut, maka istilah
'bahan hukum' - yang oleh Amiruddin dan Zainal Asikin disamakan dengan istilah

'data penelitian' - digunakan untuk merincikan alokasi kebutuhan data, dimulai dari

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, Cetakan Ke
(Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 80-83.

3! Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai
Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat (Depok: Prenadamedia Group, 2018),
hlm. 136.
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yang bersifat menentukan (otoritatif) hingga yang bersifat suplemen (tersier).>?

Bahan hukum primer adalah sumber hukum formal yang berlaku secara mengikat

bagi subyek hukum tertentu. Bahan hukum primer yang dialokasikan dalam

rancangan penelitian ini adalah:

1.

2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

Keputusan Fatwa MUI Nomor Istimewa /VII/2012 tentang
ProsedurPenetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; dan

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-.../MUI/.../2015
tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bahan hukum sekunder yang ditentukan, berfungsi sebagai penjelas bagi

bahan hukum primer. Berbagai referensi dalam penelitian ini akan diambil dari

buku, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, serta beragam sumber berita yang tersedia baik

secara online maupun cetak yang relevan dengan topik penelitian ini. Terakhir,

penentuan bahan hukum tersier berfungsi untuk menjelaskan terminologi yang

32 Amiruddin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, hlm. 89.
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terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini akan
memanfaatkan sejumlah bahan hukum tersier yang meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2. Kamus Hukum;

3. Black’s Law Dictionary; dan

4. Kamus Bahasa Arab - Indonesia Al-Munawwir.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bagian daripada konsepsi penelitian nonlapangan dan sekaligus
seperti penelitian hukum normatif umumnya, maka rangkaian cara yang digunakan
untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sudah dialokasikan adalah
penyuntingan, pengorganisasian, dan penarikan kesimpulan. Ketiga cara ini
merupakan tahapan sistematis yang disadur dari teknik pengumpulan data yang
umumnya dilakukan library research sebagaimana diuraikan Poppy Yaniawati
dengen perincian sebagai berikut:>?

1. Penyuntingan (editing), dilakukan dengan menyusun daftar kebutuhan
untuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah itu, bahan hukum
yang relevan dengan penelitian dipilah dan dipilih di perpustakaan atau
tempat lain yang menyediakan referensi, terutama yang dapat diakses secara
daring;

2. Pengorganisasian (organizing), setelah tahap pilah dan pilih selesai dalam

proses editing, langkah berikutnya adalah pengorganisasian. Ini melibatkan

>3 R. Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)” (2020), him. 31.
PPy
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klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan tujuan
penggunaannya. Pengorganisasian bahan hukum sangat penting untuk
membantu peneliti dalam menghasilkan analisis yang terstruktur dan
sistematis; dan

3. Penarikan kesimpulan (concluding), yakni tahapan yang bukan berarti
peneliti melakukan analisis, melainkan hanya menyajikan gambaran umum
dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disistematisasi untuk

memberikan keputusan mengenai makna dari seluruh informasi tersebut.
6. Metode Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang berkutat pada fatwa MUI dari tahun
1998-2024 adalah menggunakan metode legal content analysis (analisis konten
hukum). Menurut Kriekhoff, teknik ini diadaptasi dari penelitian komunikasi, di
mana setiap kata dalam bahan hukum dianotasi untuk menemukan makna
kontekstual dan teleologisnya.>*

Sebagai kebutuhan utama dalam konteks penelitian ini, maka tiga tahapan
analisis berdasarkan paradigma CLS juga dianggap penting untuk dimasukkan,
yakni trashing, deconstruction, dan genealogy. Penggunaan teknik analisis ini tidak

menegasikan pelaksanaan teknik interpretasi, perskripsi dan rekonstruksi hukum.

3* Valerine. J.L. Kriekhoff, “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal,”
Era Hukum Vol. 6: 2 (Desember 1995): 85-95.
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G. Sistematika Pembahasan

Penyajian penelitian berbentuk tesis ini pada gilirannya akan menguraikan
bagaimana alur pembahasan yang dimulai dari bagian pendahuluan hingga penutup.
Secara rinci, masing-masing bab yang ditentukan nantinya akan dimulai dengan
Bab I Pendahuluan, yakni bab pembuka yang mengantarkan pada latar belakang
mengapa penulisan ini penting untuk dilaksanakan. Latar permasalahan ini
kemudian difokuskan pada tiga pembahasan yang meliputi makna (ratio legis)
pembentukan fatwa-fatwa MUI yang bersifat regeling di bidang politik dan
ketatanegaraan dalam kurun waktu 1998-2024 perspektif teori legal drafting
(tagnin) Islam, desain analisis dampak pembentukan fatwa-fatwa MUI yang
bersifat regeling di bidang politik dan ketatanegaraan dalam kurun waktu 1998-
2024 ditinjau dari RIA, dan reformulasi hukum pembentukan produk hukum Islam
mendatang. Sebagai bagian pembuka, bagian Bab I juga merincikan tujuan dan
kegunaan, metode penelitian hingga sistematika penelitian.

Bab II Kerangka Teoretis yang menguraikan dasar analisis dengan bertolak
pada teori-teori yang relevan. Penggunaan teori ini meliputi tagnin al-ahkam
(legislative drafting in Islam), critical legal studies dengan pendekatan trashing
(pencemaran), deconstruction (dekonstruksi), dan genealogy (penelusuran asal-
usul), kemudian juga teori analisis dampak pengaturan (regulatory impact
assessment) yang ditetapkan oleh OECD. Selain itu, pengembangan terhadap dua
teori ini juga melibatkan kajian-kajian dalam studi Islam mengenai tagnin,
kedudukan fatwa sebagai produk hukum Islam dan dalam sistem hukum nasional.

Pelengkap teori yang lainnya yang bersifat aplikatif adalah reformulasi hukum.
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Bab III Fatwa-Fatwa Politik dan Ketatanegaraan Era Reformasi yang di
dalamnya akan diulas fakta-fakta normatif dari 10 fatwa MUI yang penulis
klasifikasikan sebagai fatwa-fatwa di bidang politik dan ketatanegaraan.
Pembahasan diawali dengan penguraian bagaimana pera-peran ulama dalam
kelembagaan MUI dan kaitannya dengan fatwa sebagai hasil ijtihad dan produk
hukum Islam di Indonesia.

Bab IV Analisis, yakni bagian penelitian yang berusaha untuk menguraikan
tiap-tiap data penelitian untuk kemudian dibahas atau dikaji berdasarkan fokus
permasalahan yang sudah ditentukan. Bab ini akan berisikan tiga substitusi
pembahasan yang meliputi makna (ratio legis) pembentukan fatwa-fatwa MUI
yang bersifat regeling di bidang politik dan ketatanegaraan dalam kurun waktu
1998-2024 perspektif teori tagnin al-Ahkam Ibn al-Mugaffa’, mekanisme analisis
dampak pemfatwaan MUI di bidang politik dan ketatanegaraan dalam kurun waktu
1998-2024 ditinjau dari regulatory impact analysis, dan reformulasi hukum desain
analisis dampak pemfatwaan di bidang politik dan ketatanegaraan mendatang
dalam integrasinya dengan regulatory impact analysis.

Bab V Penutup, yakni berisikan substitusi kesimpulan dan saran. Bagian
kesimpulan adalah jawaban singkat atau sederhana atas fokus permasalahan
(rumusan masalah) yang sudah ditentukan. Bagian saran berisikan rekomendasi dan
kritik terhadap beberapa pihak yang sudah secara spesifik diuraikan dalam tujuan

dan kegunaan penelitian Bab I.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh rentetan pembahasan dekonstruksi pembentukan fatwa MUI di bidang

politik dan ketatanegaraan era reformasi pada bab-bab sebelumnya pada gilirannya

mengisyaratkan temuan-temuan dan kesimpulan penelitian bahwa:

1.

Ratio legis pembentukan fatwa-fatwa MUI di bidang politik dan
ketatanegaraan era reformasi (1999 — 2024) didominasi oleh sifat reaktif
terhadap isu-isu yang muncul, sering menunjukkan resistensi terhadap opini
publik dan hukum positif, serta memperlihatkan tiga pola utama dalam
subjective purpose fatwa, yaitu harmoni penuh, disharmoni yang condong
ke abstract purpose, dan disharmoni yang condong ke concrete purpose
(situasional) yang didasari oleh logical fallacy. Ratio legis ini tatkala
dihadapkan dengan gagasan tagnin al-Ahkam Ibn al-Mugafta’ menunjukkan
parsialitas implementasi dan negasi terhadap tujuan jangka panjang akibat
dominasi kepentingan situasional, yang pada akhirnya menciptakan
ketidakpastian hukum dan potensi konfrontasi dengan hukum negara;

Praktik pembentukan fatwa MUI di bidang politik dan ketatanegaraan
selama era reformasi belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip tata
kelola kebijakan yang ideal, khususnya dalam kerangka kerja RIA.
Bagaimanapun Pedoman Penetapan Fatwa MUI 2018 telah mengisyaratkan
perlunya kajian komprehensif (fasawwur al-Mas’alah), namun dalam

tataran implementasi ditemukan kesenjangan signifikan antara norma

321
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keorganisasian dengan praktik di lapangan. Berdasarkan analisis
pembobotan terhadap sepuluh fatwa sampel, rata-rata relevansi penerapan
prinsip RIA hanya mencapai angka 3,65 (kategori low relevance). Hal ini
disebabkan oleh dominasi aspek identifikasi masalah kebijakan yang
bersifat permukaan, sementara aspek krusial seperti pengujian dampak
substantif, konsultasi pemangku kepentingan (stakeholder consultation),
dan mekanisme peninjauan berkala (periodic review) sangat minim
ditemukan dalam dokumen fatwa. Ketiadaan transparansi informasi awal
dan minimnya keterlibatan pihak eksternal ini berisiko menghasilkan
penalaran hukum yang parsial, yang pada gilirannya dapat melemahkan
legitimasi publik serta menciptakan disharmoni antara fatwa MUI dengan
sistem hukum nasional; dan

. Gagasan reformulasi desain analisis dampak pemfatwaan MUI di bidang
politik dan ketatanegaraan menjadi kebutuhan mendesak dewasa ini,
mengingat kekurangan-kekurangan ketentuan Pasal 5 Pedoman Penetapan
Fatwa MUI 2018 sebagaimana telah dianalisis dalam paradigma
dekonstruksi yang melibatkan ftagnin al-Ahkam dan RIA. Gagasan
reformulasi mendatang tetap bertolak pada origin ma’alat al-Af’al yang
disertai modernisasi berdasarkan konvergensi dengan kerangka kerja RIA.
Praksis reformulasi mencakup perbaikan pada ketentuan Pasal 5 Pedoman
Penetapan Fatwa dengan mengatur secara spesifik persoalan kajian
komprehensif dari aspek format, kenvorm, serta tambahan sistem publikasi

dan partisipasi masyarakat.
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B. Saran

Sebagai hasil kerja dari kegiatan ilmiah yang berdaya guna, penulisan ini

memberikan saran khusus terhadap tiga pihak meliputi:

1.

Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan reformulasi terhadap desain
analisis dampak pemfatwaan sebagaimana saat ini masih diatur dengan
ketentuan Pasal 5 Pedoman Penetapan Fatwa MUI 2018. Reformulasi
diarahkan pada integrasi kerangka kerja ma’alat al-Af’al dari al-Syatibt
dengan RIA secara sistematis. Upaya reformulasi berdasarkan integrasi dua
kerangka kerja ini diharapkan mampu untuk menjadi solusi atas temuan-
temuan permasalahan dalam penelitian;

Lembaga-lembaga terkait yang merujuk pada fatwa MUI dalam
penyelenggaraannya, agar tidak semata-mata mengadopsi fatwa
sebagaimana ditetapkan oleh MUI secara literal, namun juga memahami
konteks, ratio legis, dan potensi dari fatwa yang dirujuk. Selain daripada itu
agar lembaga-lembaga terkait juga turut aktif dalam dialog dan umpan balik
seputar permasalahan yang bersentuhan;

Pemohon fatwa (mustaffi) agar secara bijaksana melibatkan seluruh
pertimbangan yang bersifat multidimensional dalam mengajukan
permohonan fatwa. Konteks jawaban daripada fatwa mungkin saja bersifat
personal dengan dampak yang umum, sehingga tambahan banyak
pertimbangan akan memperkaya konteks, sehingga fatwa tidak bersifat

parsial.
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